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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang telah dipaparkan dalam 

BAB II, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa: 

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak, implementasi ide diversi dalam sistem 

peradilan pidana anak masih sangat minim. Diversi hanya diterapkan 

secara utuh di tahap penyidikan. Di tahap penuntutan dan persidangan, 

penuntut umum dan hakim sama sekali tidak berani menerapkan diversi 

sebagai bentuk penyelesaian perkara anak, karena baik penuntut umum 

maupun hakim beralasan bahwa mereka tidak memiliki dasar hukum untuk 

melakukan diversi. Padahal, seharusnya penutut umum maupun hakim 

dapat saja melakukan diversi dengan cara melakukan penafsiran undang-

undang serta mengoptimalkan kewenangan masing-masing.  

B. Saran  

1. Aparat penegak hukum, baik penyidik, penuntut umum maupun hakim 

harus dapat menjabarkan ide diversi dalam setiap tindakan yang 

dilakukan dan selalu mengutamakan diversi dalam rangka 

penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak. 

2. Aparat penegak hukum, baik penyidik, penuntut umum maupun hakim 

harus mampu menemukan dan menggali sumber hukum tentang 
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diversi yang sudah ada dalam peraturan perundang-undangan serta 

dapt mengoptimalkan landasan hukum tersebut.  

3. Aparat penegak hukum, baik penyidik, penuntut umum maupun hakim 

harus mempunyai spirit sebagai seorang penyelesai konflik, sehingga 

para aparat penegak hukum mampu berinovasi dan membuat trobosan-

trobosan hukum yang baru dalam penyelesaian kasus tindak pidana 

yang dilakukan oleh anak-anak. 
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